
Menimbang 

Meng,ngat 

PERATURAN DAER.AH KABUPATEN BANYUMAS 

NOMOR 15 TAHUN 2009 

TENTANG 

PAJAK HOTEL 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BANYUMAS, 

a. bahwa sebagal dasar hukum pemungutan pajak hotel yang 

merupakan salah satu sunber pembiayaan dalam 

penyelenggaraan pemerintahan dan . pembangunan daerah 

dalam rangka menlngkatkan dan memeratakan kesejahteraan 

masyarakat. telah diberlakukan Peraturan Daerah Kabupaten 

Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 7 tahun 1998 tentang PaJak 

Hotel dan Restoran , 

b. bahwa dengan dilaksanakannya penataan organisasi perangkat 

daerah di lingk11ngan Pemenntah Kabupaten Banyumas 

berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 

tentang Orgamsas1 Perangl<at Oaerah, dan perubahan alas 

beoerapa Peraturan Perurdang-undangan yang menjadi dasar 

hukum pembentukannya, maka ketentuan yang mengatur Pajak 

Hotel dalam Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada 

huruf a perlu ditinjau kembali <Ian disesualkan; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dlmaksud pada 

huruf a dan huruf b, perlu membentuk kemball Peraturan Oaerah 

tentang Pajak Hotel; 

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-Daerah Kabupalen Dalam Lingkungan Propinsi Jawa 

Tengah; 
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2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara 

Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 

Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3209): 

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Oaerah 

dan Retribus1 Daerah (Lembaran Negara Republik lndonP.sla 

Tahun 1997 Nomor 41 , Tamhahan Lembaran Negara RepubGk 

Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubal'I dengan 

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubal'an Alas 

Undang-Undang RepubllK Indonesia Nornor 18 Tahun 1997 

tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048): 

4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan 

PaJak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republlk 

Indonesia Tahun 1997 Nomor 42 Tarnbahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nornor 3686) sebagaimana telah beberapa 

kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 

2000 tentang Perubahan Kedua Alas Undang-Undang Nomor 19 

Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987); 

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan 

Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 

27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4189); 

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4355); 

7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pemoentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4389); 

2 
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8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah 

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Republlk Indonesia Tahun 2008 

Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor4844); 

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perlmbangan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerlntahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4438): 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 lentang Pajak 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 

Nomor 118. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4138); 

11 . Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 

Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerlntan, 

Pemerlnlahan Daerah Provinsi, dan Pemeri11lal1a11 Daerah 

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Repubfik 

Indonesia Nornor 4737); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organlsasi 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2001 Nomor 89. Tambahan Lembaran Negara Republlk 

Indonesia Nomor 47 41 ); 

13. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, 

Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang­

undangan; 
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14 Peratvran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat ll Banyumas 

Nomor 11 Tahun 1985 tentang Penunjukan. Pengangkatan, 

Kewenangan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipll Sebaga1 

Peny1d11< Pada Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II 

Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tlngkal II 

Banyumas Tahun 1986 Nomor 5 Seri D); 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Banyurnas Nomor 9 Tahun 2008 

tenlang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan 

Pemerintahan Daerah Kabupaten Banyurnas (Lembaran Daerah 

Kabupaten Banyumas Tahun 2008 Nomor 5. Seri E): 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 11 Tahun 2008 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten 

Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 

2008 Nomor 2. Seri D); 

17. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 12 Tahun 2008 

tentang Organlsasl dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah 

Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas 

Tahun 2008 Nomor 3, Seri D), 

18. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2009 

tentang Pedoman Pangelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 

Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 3, Seri E). 

Oengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAl<ILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUMAS 

Menetapkan 

BUPATI BANYUMAS 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK HOTEL. 

BABI 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah lni yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas. 

2. Pemerlntah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah 
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3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRO adalah 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupalen Banyumas 

4. Bupali adalah Bupati Banyumas 

5. Dinas adalah Dinas Daerah yang membidangl tugas pendapatan daerah. 

6, Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Saluan 

Pohsi Pamong Praja Kabupaten Banyumas 

7, Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpaJakan daerah 

sesuai dengan Peraluran Perundang-undangan yang berlaku. 

8 PaJal< Hotel yang selanjutnya disebut pajak adalah pungutan daerah atas 

pelayana n hotel. 

g Hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi Ol'ang untuk dapat 

menginap/istirahat, memperoleh pelayanan, dan/atau fasilitas lalnnya dengan 

dIpungut bayaran, termasuk bangunan lalnnya yang menyatu, dike!ola dan dim11iki 

uleh pihak yang sama, kecuali untuk per1okoan dan perkentoran. 

10. Pengusaha Hotel adalah orang pribad, atau badan yang menyelenggarakan usaha 

Hotel untuk ctan atas namanya sendlrl atau untuk dan alclS nania pihak lain yang 

menjadi tanggungannya. 

11 . Sura! Pemberilahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah 

surat yang digunakan oleh wajlb pajak untuk melaporkan penghitungan dan 

pembayaran Pajak Hotel yang terutang menurut Peraturan Perundang-undangan 

Perpajakan Daerah. 

12. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah surat yang 

dIgunakan oleh waJib pajak untuk melai<ukan pembayaran atau penyetoran pajak 

yang terutang ke Kas Daerah atau ke lempat lain yang ditetapkan oleh Bupati. 

13 Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkal SKPD adalah surat 

keputusan yang menentukan besarnya jumlah paJak terutang. 

14, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya dislngkat SKPDKB 

adalah surat keputusan yang menentukan besarnya Jumlah pajak yang terutang, 

jumlah kredit pajak, Jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksI 

administrasi dan jumlah yang masih harus dtbayar. 

15 Surat Ketetapan Pajak Oaerah Kurang Bayar Tambahan yang selanJulnya 

disingkat SKPDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan alas 

JUmlah pajak yang ditetapkan 
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16. Surat Ketetapan Pajal< Daerah Leblh Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB 

adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak 

karena jumlah kredit paJak lebih besar dari pajak yang terutang atau lidak 

seharusnya terutang. 

17. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah 

surat keputusan yang menentukan jumlah pajak yang terutang sama besarnya 

dengan jumlah kred1t pajak, atau pajak tldak terutang dan tidal< ada kredit pajak. 

18. Surat Tag,han PaJak Daerah yang selanjutnya disingkal STPD adalah surat untuk 

metakukan taglhan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau 

denda. 

19. Surat Paksa adalah surat permtah membayar utang pajak dan biaya penagihan 

paJak.. 

20. Badan adalah suatu Sadan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan 

Komancliter. Perseroan lainn•Ia. Sadan Usaha Milli< Negara atau Badan Usaha 

Milik Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Firma, Kongsi, 

Koperasl, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, Bcntuk 

Usaha Tetap serta bentuk badan useha lainnya. 

21 . Uteng Pajak adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saal dalam masa pajak 

dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak menurut ketentuan Peraturan 

Perundang-undangan Perpajakan. 

22. Kadeluwarsa adelah suatu ala! untuk memperoleh sesuatu atau dibebaskan dari 

suatu perikatan dengan lewatnya ;uatu waktu tertentu 

23 Penyldikan Tindak Pidana adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh 

penyidik untuk mencari ser1a mengumpulkan buktl yang dengan bukti ilu membuat 

terang tindak pidana di bidang Pajak Daerah yang terjadi, serta menemukan 

tersangkanya. 

24. Penyldlk adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pe1abat Pegawai 

Negeri Sipil tertenlu yang d1beri tugas wewenang khusus oleh Undang-Undang 

untuk melakukan penyidikan. 

25. Penyidik Pegawal Negeri Sipil adalah Pe1abal Pegawal Negeri Sipil tertentu di 

lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang• 

Undang untuk melakukan peny1dikan atas pelanggaran Peraturan Daerah. 

6 
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BAB II 

NAMA. OBYEK DAN SUBYEK PAJAK 

Pasal2 

Dengan Nama Pajak Hotel dipungut pajak atas setiap pelayanan di hotel 

Pasal 3 

(1) Obyek pajak adalah pelayanan yang disediakan di hotel dengan pembayaran. 

(2) Obyek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputl: 

a. fasilitas penginapan atau fasilitas tinggal jangka pendek, antara lain gubug 

pariwisata (cottage), motel, wisma pariwisata, pesanggrahan (hostel). losmen 

dan rumah penginapan termasuk rumah kos dengan jumlah kamar 10 (sepuluh) 

atau lebih yang menyediakan fasI1itas sepert1 rumah peng1napan 

b. pelayanan penunjang antara lain telepon, faksimile, teleks, fotokopi , pelayanan 

cuci. setrika, taksi dan pengangkutan lainnya yang disediakan atau dikelola 

hotel: 

c. fasilitas olah raga dan hiburan antara lain pusat kebugaran (fitnes center), 

kolam renang, tennis, golf, karaoke, pub, diskotek, yang disediakan atau 

dlkelola hotel: 

d. jasa persewaan ruangan untuk keglatan acara atau pertemuan di hotel; 

(3) l 1dak termasuk obyek paJak sebagaImana d1makSud pada ayat (1) adalah : 

a. penyewaan rumah a1au kamar, apartemen dan/atau fasilitas tempat tinggal 

lainnya yang t1dak menyatu dengan hotel. 

b. asrama dan pesantren; 

c. fasiitas olah ,aga dan hlburan yang disediakan di hotel dan dipergunakan oleh 

bukan tamu hotel dengan pembayaran: 

d. pertokoan, perkantoran, perbankan, salon yang d1pakai oleh umum di hotel; dan 

e. pelayanan perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel dan dapat 

dlmanfaatkan oleh umum. 

Pasal4 

(1) Subyek pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran 

kepada hotel. 

(2) Wajib pajak adalah pengusaha hotel. 

7 



8

BAB Ill 

OASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK 

Pasal 6 

Dasar pengenaan pajak adalah jumlah pembayaran yang dilakukan kepada hotel 

Pasal 6 

(1) Vl/aJib Pajak dalam momungut pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 

menggunakan nota, nota pesanan atau sejenisnya 

(2) Sallnan nota, nota pesanan atau sejenisnya yang sudah dipergunakan disimpan 

oleh Wajlb Pajak sebagai bukti dalam pembuatan SPTPD. 

Pasal 7 

Tarif pajak ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen). 

BABIV 

WILAYAH PEMUNGUTAN DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK 

Pasal8 

(1) Paiak yang terutang dipungut di Daerah. 

(2) Besamya pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dengan dasar pengenaan pajak 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5. 

BABV 

MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERUTANG DAN 

SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH 

Pasal 9 

Masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan lakwim. 

Pasal 10 

Pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat pelayanan di hoiel. 

g 
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PasaI11 

(1) Setlap wajib pajak wajib mengisi SPTPD. 

(2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diisi dengan jelas, benar dan 

lengkap serta ditandatanganl oleh wajib pajak atau kuasanya. 

(3) SPTPD yang dimaksud pada ayat (1) disarnpaikan kepada Bupati paling lambal 15 

(lima belas) hari setelah berakhimya masa pajak. 

(4) Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPTPD diatur leb1h lanJut dengan Peraturan 

Bupatl. 

BAB VI 

TATA CARA PENGHITUNGAN DAN PENETAPAN PAJAK 

Pasal12 

(1) Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) Bupati 

menetapkan paJak terutang dengan menerbitkan SKPD 

(2) Apabila SKPD sebagairnana dirnaksud pada ayat (1), tidak atau kurang dibayar 

aetelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD diterima, maka 

dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan 

dan dltagih dengan menerbitkan STPO 

Pasal 13 

(1) Wajib pajak yang membayar sendiri, SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

11 ayaI (1) digunakan untuk menghitung. memperhitungkan dan menetapkan pajak 

sendiri yang terutang. 

(2) Dolam jangka w.iktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Bupati dapat 

menerbitkan : 

a. SKPDKB: 

b. SKPDKBT; 

c. SKPDN, 

(3) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diterbitkan : 

a. jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pa1a1< yang terutang 

t,dak atau kurang dibayar, dikenakan sanksi admlnistrasi berupa bunga sebesar 

2% (dua persen) sebutan dlhitung dari pajak yang kurang atau lerlambat 
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dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dlhitung 

sejak saat terutangnya pajak; 

b. apablla SPTPD lidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditenlukan dan 

telah ditegur secara tertulls, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 

sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau 

terlambat dibayar untuk jangka waklu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan 

dihitung sejak saat terutang pajak: 

c. jika kewajiban mengisi SPTPD tldak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung 

secara jabatan, dan dikenakan sanksi adminstrasi berupa kenaikan sebesar 

25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi admlnlstrasl 

berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dlhltung dari pajak yang 

kurang atau terlambat dibayar untuk Jangka waktu paling lama 24 (dua puluh 

empat) bUlan dlhltung sejak saal terutangnya pajak. 

(A) SKPOKBT sehagaimana d1maksud pada ayat (2) huruf b, diterbilkan jika dltemukan 

data baru yang semula belum terungkap yang menyebabkan pemunbahan jumlah 

pajak yang terutang, akan dlkenakan sanksi admlnistrasi berupa kenaikan sebesar 

100% (seratus persen) dari jumlah kekurangen pejak tersebuL 

(5) SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dlterbltk.an jika jumlah pajak 

yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit kekurangan pajak tldak 

terutang dan tidak ada kredit pajak. 

(6) Apablla kewajiban membayar pajak terutang dalam SKPDKB dan SKPDKBT 

sebagalmana dimaksud pacla ayat (2) huruf a dan huruf b, lidak atau tidak 

sepenuhnya dibayar dalam Jangka waktu yang telah ditentukan, dilaglh dengan 

menerbitkan STPD ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua 

persen) sebulan. 

(7) Penambahan jumlah pajak yang terutang sebagalmana dimaksud pada ayat (4) 

tidal< dlkenakan jika wajib pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tlndakan 

pemeriksaan. 

BAB VII 

TATA CARA PEMBAYARAN PAJAK 

Pasal 14 

(1) Pembayaran pajak dilakukan dl Kas Oaerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh 

Bupati sesuai waktu yang ditentukan dalam SPTPD, SKPOKB, SKPDKBT dan 

STPD. 

JO 
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(2) Apabila pernbayaran pajak dilakukan di tempet lain yang ditunjuk, hasil penerimaan 

pajak harus disetor kc Kas Daerah selambat-lambatnya 1 X 24 jam (satu kali 

duapuluh em pat jam) atau dalam waktu yang dilentukan oleh Bupati. 

(3) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan 

dengan rnenggunakan SSPO. 

Pasal 15 

(1) Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas. 

(2) Bupati dapat memberikan persetujuan kepada wajib paJak untuk mengangsur pajak 

terutang dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang 

ditenrukan. 

(3) Angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus 

dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga sebesa, 2% 

(dua persen) seoulan dari jumlah pa]ak yang belurn atau kurang dibayar 

(4) Bupati dapa1 memberlkan persetujuan kepada wajib pajak untuk menunda 

pembayaran pajak sampai batas waktu yang d1tentukan setelah memenuhi 

persyaratan yang ditenlukan dengan dikenakan bunga 2% (dua persen) sebulan 

darl jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar. 

(5) Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta tata cara 

pembayaran angsuran dan penundaan sebaga1mana dimaksud pada ayat (2) dan 

ayat (4) dlatur leblh lanJut dengan Peraturan Bupatl. 

Pasal 16 

(1) Atas pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15. diberikan tanda 

bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan. 

(2) Benluk, jenis, Isl, ukuran tanda bukti pen,bayaran dan buku penerimaan pajak 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dlatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati 

BAB VIII 

TATA CARA PENAGIHAN PAJAK 

Pasal 17 

(1) Surat teguran atau sural peringatan atau surat lain yang sejenls sebaga1 awal 

tlndakan pelaksanaan penag1han Pajak dlkeluarkan 7 (tujuh) harl sejak saat jatuh 

tempo pembayaran. 

11 
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(2) Dalam Jangka waktu 7 (tu]uh) hari setelah tanggal surat teguran atau sura1 

peringatan alau surat lain yang sejenis, wajib pajak harus melunas, paJak yang 

terutang. 

(3) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana 

dlmaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang. 

Pasal 18 

(1) Apablla jumlah paJak yang maslh harus dibayar lidak dilunasl dalam jangka waktu 

sebagaimana ditentukan dalam surat teguran atau surat peringatan atau surat lain 

yang sejenis, jumlah pajak yang harus dibayar ditagih dengan surat paksa 

(2) Pejaba1 menerbItkan surat paksa segera setelah lewat 21 idua puluh satu) hari 

sejak tanggal surat 1eguran atau surat peringatan atau surat lain yar,g sejenis. 

Pasal 19 

Apabila pajak yang harus dibayar tldak dilunasi dalam jangka waktu 2 X 24 jam (dua 

kall duapuluh empal jam) sesudah tanggal pemberltahuan surat paksa, Pejabat segera 

menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyilaan. 

Pasa120 

Se1elah dilakukan penyitaan dan wajib pajak belum melunasi uang pajaknya, setelah 

lewat 10 (sepuluh) har, sejak tanggal pelaksanaan Surat Perintah Metaksanakan 

Penyitaan, Pejabat menga]ukan permintaan penetapan tanggal pelelangan kcpada 

Kantor Letang Negara. 

Pasal 21 

Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan hari, tanggal, jam dan 1empat pelaksanaan 

lelang, Juru Sita memberitahukan dengan segera secara tertulis kepada wajlb paJak. 

Pasal 22 

Bentuk, 1enis dan isi formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan pajak 

diatur leblh lanjut dengan Peraturan Bupati. 

12 
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BAB I)( 

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK 

Paaal 23 

(1) Bupati berdaAArkan permohonan wajib pajak dapal memberikan pengurangan, 

keringanan dan pembebasan pajak 

(2) Tata cara pernberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Pajak 

sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupat1. 

BABX 

TATA CARA PEMBETULAN. PEMBATALAN, 

PENGURANGAN KETETAPAN, DAN PENGHAPUSAN ATAU 

PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI 

Pasal 24 

(1) Bupati karena jebatan atau alas permohonan wajib pajak dapat : 

a. membetulkan SKPD atau SKPDKB atau SKPDKBT atau STPD yang dalam 

penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dantatau kekel1ruan 

dalam penerapan Peraturan Perundang-unoangan Perpajat<an Daerall , 

b. mernbatalkan atau mengurangkan lcetelapan pajak yang tidak benar; 

c. mengurangk3n atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda 

dan kenaikan Pajak yang terutang delam hal sanksi tersebut dikenakan karena 

keki'lilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya 

(2) Pem,ohonan pembetutan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan 

atau pengurangan sanksi adminsilrasi ala$ SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPO 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan seoara tertulis o1eh Wajib 

Pajak kepada Bupati, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 

diterima SKPD. SKPDKB, SKPDKBT atau STPD dengan memberikan alasan yang 

]etas. 

(3) Bupati paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan sebaga1mana dimaksud 

pada ayat (2) diterima, sudah harus memberik.an keputusan. 

(4) Apablla setelah lewat waktU 3 (liga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), 

Bupali lidak memberikan keputusan permohonan pembetulan, pembatalan, 

pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi 

dianggap dikabulkan. 
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BABXI 

KEBERATAN DAN BANDING 

Pasal 25 

(1) Wajib pajak dapc1l mengajukan keberatan hanya kepade Bupali alas suatu : 

a . SKPD; 

b. SKPDKB; 

c. SKPDKBT; 

d. SKPDL: 

e SKPDN. 

(2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan 

secara tertulis dalam bahasa Indonesia patng lama 3 (tiga) bulan sej8k tanggal 

SKPD, SKPDKB. SKPOKBT, SKPDLB dan SKPDN diterlma oleh wajlb pajak. 

kecuali apabila wajib pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu lidak dapat 

dlpenuhl karena keadaan di luar kekuasaannya. 

(3) Bupati dalam Jangka waktu paling lama 3 (tiga} bulan sejak tanggal surat 

permohonan keberatan sebagaimana d1maksud pada ayat (2) dlterirna, sudah 

memberlkan keputusan. 

(4) Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), 

Bupati 1idak memberikan keputusan, permohonan keberatan dianggap dikabulkan. 

(5) Pengajuan keberatan sebagaimana dimak.sud pada ayat (1) tidak menunda 

kewajiban membayar pajak. 

Pasal 26 

(1) Wajlb pajak dapat mengajukan banding kepada Sadan Penyelesa1an Sengketa 

Paiak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah diterimanya keputusan keberatan 

(2) Pengajuan banding sebagaimana dimaksud pads ayat (1) lidak menunda 

kewajiban membayar Pajak. 

Pasal 27 

Jika pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 atau banding 

sebagaimana d1maksud dalam Pasal 26, dlkabulkan sebagian atau selu1uhnya, 

keleblhan pembayaran pajak dikernbalikan dengan dltanibah imbalan bunga sebesar 

2 % (dua persen) sebulan untuk paling lama 2, (dua puluh empat) bulan. 

14 
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BAB XII 

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK 

Pasa128 

(1) V.Jajib pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran 

pajak kepada Bupati secara tertulis dengan menyebutkan sekurang-kurangnya · 

a. nama dan alamat Wajib Pajak; 

b Nomor IJl/ajib Pajak Daerah (NPWPD): 

c. masa Pajak; 

d. besarnya ketebihan pembayaran Pajak; 

e. alasan yang Jelas. 

(2) Bupati dalam jangka waktu paltn!I lama 12 (dua belas) bulan seJak diterlmanya 

permohonan pengembalian keleblhan pembayaran pajak sebagairnana c.limaksud 

pada ayat (1) harus rnernberikan keputusan. 

(3) Apabila Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilampau1, BupatI 

tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran 

pajak dlanggap dikabutkan dan SKPDLB harus dlterbitkan dalam waktu paling lama 

1 (satu) bulan. 

(4) Jika wajib pajak mempunyai utang pajak lainnya, ketebIhan pembayaran pajak 

sebagaImana d1maksud pada ayat (2) langsung diperhltungkan untuk melunasi 

terteblh dahutu utang pajak dimaksud. 

(5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dllakukan dalam waktu paling lama 2 

(dua) bulan sejak diterbltkannya SKPDLB dengan menerbitkan Surat Pertntah 

Membayar Keleblhan Pajak (SPMKP). 

(6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat waktu 

2 (dua) bulan sejak dllerbitkannya SKPDLB, Bupati memberikan Imbalan bunga 

sebesar 2 o/o (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan 

paJak. 

Pasal29 

Dalam nal kelebihan pembayaran pajak dip&hltungkan oengan utang pajak lahmya, 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (4), pembayarannya dllakukan dengen 

cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga ber1aku sebagai bukti 

pembayaran. 

15 
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BAB XIII 

KADALUWARSA 

Pasal 30 

(1) Hak untuk melakukan penaglhan pajak kadaluwarsa setetah melampaui jangka 

waktu 5 {lima) tahun terhitung sejak terutangnya pajak, kecuall jika wajib pajak 

melakul<an lindak pidana di bidang perpajakan Daerah. 

(2) Kadaluwarsa penaglhan pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tertangguh 

dalam hal : 

a. diterb1tkan Surat Teguran dan Surat Paksa atau ; 

b. ada pengakuan utang pajak darl wajib pa)ak baik langsung rnaupun lidak 

langsung. 

BAB XIV 

PENYIDIKAN 

Pasal31 

(1) Pejabal Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Deerah dlberi 

wewenang khusus sebagal penyidik untuk melakukan penyidlkan tindak pidana di 

bidang perpajakan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 

8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. 

(2) Wewenang Peny,dik sebagairnana dimaksud dalam ayat (1) adalah 

a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan menelitl keterangan atau laporan 

berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah agar keterangan 

atau laporan tersebut men)adi lengkap dan jelas: 

b. meneliti, rnencari , dan mengumputkan keterangan mengenai orang pribadi atau 

badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak 

pidana perpajakan Daerah tersebut; 

c. meminta kelerangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan 

sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah; 

d. memenksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan 

dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah; 

e. melakukan penggeledahan untuk mendapalkan bahan bukti pembukuan, 

pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan temadap 

bahan buKtl tersebut; 

l6 
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r. memlnta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan 

tindak pidana di bidang perpajakan Daerah; 

g. menyuruh berhenu, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat 

paCla saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang 

danfatau dokumen yang dlbawa sebagaimana dimaksud dalam huruf e; 

h. memotret seseorang yang ber1<aitan dengan tlndak pidana perpajakan Daerah; 

1. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai 

tP.rsangka atau saksi: 

j. menghentikan penyidikan; 

k. melakukan tindakan lam yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana 

d1 bidang perpajakan Daerah menurut hukum yang dapat dl­

pertanggungjawabkan. 

(3) Penyidik sebagalmana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dirnulainya 

penyld11<an dan menyampafkan hasll penyidil<annya kepada Penuntut Umum, 

sesuai dengan Ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 

tentang Hukum Acara Pidana. 

BABXV 

KETENTUAN PIDANA 

Pasal 32 

(1) Wajib pajak yang karena keafpaannya tidak mP.nyampaikan SPTPD atau mengisi 

dengan iidak benar atau tidak lengkap atau melamp1rkan keterangan yang tidal< 

benar sehingga merugikan keuangan daerah dlancam pidana kurungan paling 

lama 1 (satu) tahun dan/atau denda palfng banyak 2 (dua) kali jumlah pajak yang 

terutang. 

(2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi 

dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak 

benar sehingga merugll<an keuangan daerah diancam pidana penjara paling lama 

2 {dua) lahun dan/atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak yang 

lerutang. 

Pasal 33 

Tlndak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) tidak 

dituntut setelah melampaui jangka waktu 10 {sepuluh) tahun sejak saat terutangnya 

pajak atau berakhimya masa pajak. 
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BAB XVI 

PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN 

Pasal34 

(i ) Dinas bertanggung jawab atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini 

(2) Pengawasan umum atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh 

Perangkat Daerith yang membidangi tugas pengawasan. 

(3) Penegakan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh SatpOI PP. 

(4) Untuk kcpenbngan pelaksanaan dan penegakan Peraturan Daerat, sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3). diberikan biaya operasional yang besarnya 

ditetapkan oleh Bupati. 

BAB XVII 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal35 
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis 

pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. 

Pasal36 

Pada saat Peraturan Daerah 1ni mulai berlaku, maka ketentuan yang mengatur Pajak 

Hotel dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah TTngkat II Banyumas Nomor 7 

Tahun 1998 tentang Pajak Hotel dan Restoran (Lembaran 0aerah Kabupaten Daerah 

Tingkat II Banyumas Tahun 1998 Nomor 11 Seri A Nomor 4) dicabut den dlnyatakan 

tidak berlaku. 

Pasal 37 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengunda11gan Peraturan Daerah ini 

dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas 

Dl-.n4ugkA.n di ~o~nto 
l'da T .. al __ .JLl..JUL..2Il0.9. ... 
SlS:KRETAJUS D,U:RAII RAIIUPATEN DANYUMAS 

~ 
M. ISKA1''T't 'l'l ,• - ••~• SKM.M.S.-:: 

P~ l na a M<1,lA 
NIP: 19 3. • J "l76•13 1 00.'\ 

tmll~VJ! fl~W IJ.b,IJ<h! •• , uA!ITiiJ:iia WiUH .. 'Kl.!) 
: 11\l>'IA ... .... sw.,e> __ • 

Ditetapkan di Purwokerto 

pada tanggal 1 J u li 2009 

BUPA Tl :ANYUMAS, 
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PENJELASAN 

ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS 

ND MOR 15 T AHLIN 2009 

TENTANG 

PAJAK HOTEL 

I. PENJELASAN UMUM 

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Oaer::ih se.bagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Alas Undang­

Undang Nomor 32 I ahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pajak daerah 

merupakan salah satu sumber pendapatan daerah agar dapat 1m,tc1ksa11akan 

otonomi daerah, yaitu mampu mengatur dan meng1.1rus rumah tangganya sendiri, di 

samping sumocr pendapotan daerah lainnya. Sumber pendapatan daerah tersebut 

diharapkan menjadi sumber pembia•faan penyelenggaraan pemerintahan dan 

pembangunan daerah. untuk meningkatkan dan memeratakan kesejahteraan 

masyarakat. 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 

34 Tahun 2000 tentang Peruoahan Alas Undang Undang Republik Indonesia 

Nomor 18 Tahun 1 Q97 tentang Pajak Daerah dan Relribusi Daerah, serla Peraturan 

Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang PaJak Oaerah. Pajak Daerah drtetapkan 

dengan Peraturan Daerah. 

Sebagai dasar hukurn pemungutan Pajak Hotel dan Restoran di Kabupaten 

Banyumas telah d,undangkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II 

Banyumas Nomor 7 Tahun 1998 tentang Pajak Hotel dan Restoran (Lembaran 

Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Tahun 1998 Nomor 11 Serl A 

Nomor 4), namun dengar, dil;:iksanakannya f')P.rn1t;:i,in organisasi perangkat daerah 

di lingkungan Pemerintah Kabupalen Banyurnas berdasarkan Peraturan Pemerintah 

Nornor 41 rahun ioor tentang Organ1sasI Perangkat Daerah, yang membawa 

konsekuensi beruoahnya perangkat daerah yang berwenang rnelakukan 

pemungutan pajak daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daeral'o Nomor 7 

Tahun 1998, dan perubahan alas beberapa Peraturan Perundang-undangan yang 

menjadi dasar hukum pemhent11kanny::i, m.:ika PP.r;itur::in DaP.rah Nomor 7 Tahun 

1998 tersebut per1u ditinjau kembali dan disesuaikan. 
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PENJELASAN PASAL DEMI PASAL 

Pasal 1 

Cukup jelas 

Pasal 2 · 

Cukup jelas 

Pa:sal 3 . 

Cukup jelas 

Pasal4 

Cukup jelas. 

Pasal 5 : 

Cukup jelas 

Pasal 6 : 

Cukup jelas 

Pasal7 

Cukup jelas 

Pasal 8 

Cukup jelas 

Pasal9 

Cukup jelas 

Pasal 10 : 

Cukup jelas 

Pasal 11 : 

Cukup jelas 

Pasal 12 : 

Cukup jelas 

Pasal 13 : 

Cukup jelas. 

Pasal 14 : 

Cukup jelas. 

Pasal 15 : 

Cukup jela:s. 

Pasal 16 : 

Cukup jelas 

Pas.al 17 · 

Cukup jelas 

Pasal 18 : 

Cukup jelas. 
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Pasal 19 : 

Cukup jelas. 

Pasal 20 : 

Cukup 1elas. 

Pasal 21. 

Cukup jelas. 

Pasal 22: 

Cukup jelas. 

Pasal 23: 
,,•,-l { ) (.vn1· j'1~ r 
J~o, 1 .. 1 Dasar pembenan pengurangan, llennganan dan pembebasan paJak dapat 

dlberikan dengan mempertlmbangkan antara lain kemampuan membayar 

Wajib pajak. 

Pasal24 : 

ayat (1) 

huruf a 
Cukup jelas. 

huruf b 

Bupati karena jabatannya, da'l berlandaskan unsur keacliian dapat 

mcmbatalkan atau mengurangkan ketetapan pajal< yang tidal< benar, 

misalnya lNajib Pajak yang ditolak pengajuan (eberatannya karena tidak 

memenuhi persyaratan fonna l (memasukkan Surat Keberatan lidak pada 

waktunya) meskipun persyaratan materill terpenuhl. 

huruf c 

Cukup jelas. 

ayat (2) 

Cukup jelas. 

ayat (3) 

Cukup jelas 

ayat (4) 

Cukup jelas 

PasaI25 : 

Cukup jelas 

Pasal 26 · 

Cukup jelas 

Pasal 2/ : 

lmbalan bunga dihitung sejak bulan pelunasan sarnpaI dengan 

diterbakannya SKPDLB 

21 
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Pasal 28· 

ayat (1) 

Cukup jelas. 

ayat (2) 

Cukup jelas. 

ayat (3) 

Cukup jelas 

ayat (4) 

Cukup Jelas. 

ayat (5) 

Cukup jelas. 

ayat (6) 

Besamya imbalan bunga atas keterlambatan pengembalian kelebihan 

pembayaran pajak dih1tung dari batas waktu 2 (dua) bulan seiak 

diterbnkannya SKPDLB sampai dengan saat dilakulcannya pemoayaran 

keleblhan. 

Pasal 29: 

Cukup jclas. 

Pasal30: 

k" ayat (1) 

Saat kada luwarsa penagihan pajak ditetapkan untuk membenKan 

( kepastian hukum kapan outang pajak tersebut tldak dapat dltaglh lagl. 

ayat (2) 

huruf a 

Dalam hal diterbilkannya Surat Teguran dan Sura1 Paksa, kadaluwarsa 

penagihan dihitung sejak tanggal penyampalan Surat Paksa tersebut. 

huruf b 

Yang dImaksud dengan pengaJ<uan utang pa1a1< secara langsung adalah 

Wajib P-ojak dtmgan kesadarannya menyatakan masih mempunyal uiang 

pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Oaerah, 

Yang dfmaksud dengan pengakuan utang secara tidal< tangsung adalah 

Wa]lb Pajak tldak secara nyata-nyata langsung menyatakan bahwa ia 

mengakui mempunyai utang pajak kepada Pemerintah Oaerah. 

Contoh : 

- Wajib Pajak mengaJukan permohonan angsuran/pen11nciaim 

pembayaran: 

- Wajib Pajak mengajukan permohonan keberalan. 

22 
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Pasal 31: 

Cukup jelas. 

Pasal 32 : 

ayat (1) 

Dengan adanya sanksi pidana, diharapkan timbul kesadaran wajib pajak 

untuk memenuhi kewajibannya, yang dlmaksud dengan kealpaan berarti 

tidak sengaja. lalai. tidak hati-hali atau kurang menglndahkan ke­

wajibannya, sehingga perbuatan tersebut menimbulkan kerugian 

keuangan Daerah. 

ayi:11 (2) 

Perbuatan atau tindakan sebagaimara dimaksud dalam ayal lni yang 

dilakukan dengan sengaja, dikenakan sanksi yang lebih berat dari pada 

alpa, mengingat pentingnya penerimaan pajak bag! Daerah. 

Pasal 33 : 

Ketentuan ini dimaksudkan guna memberikan kepastian nukum bag/ 

Wa]ib Pajak Penu11tul Umuin cla11 Hakin1. 

Pesal 34 : 

Cukup jelas. 

Pasal 35 · 

Cukup jelas. 

Pasal 36: 

Cukup Jelas. 

Pasal 37: 

Cukup jelas. 
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